


masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya
dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan
bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gostita mengemukakan bahwa kepastian
hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan
mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan
dalam pelaksanaan perlindungan anak (Marlina, 2009 : 60).

Perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan dengan menjauhkan
proses formal sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Timbul pemikiran manusia
atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan
mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak
pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang
dianggap lebih baik untuk anak yang kemudian melahirkan konsep diversi
(Marlina, 2009 : 60)..

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana
terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak
menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarmya yaitu pengadilan akan
memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti
anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem
peradilan pidana (Marlina, 2009 : 11).

Namun, dalam perkembangannya, terkadang anak melakukan sesuatu yang

dianggap tidak baik sehingga merugikan dirinya sendin ataupun orang lain






restoratif, paradigma-paradigma inilah yang ke |
sistem peradilan pidana anak ini tidaklah sama, y:
paradigma yang diakui atau dianut oleh masing-
Dalam sistem peradilan anak ini, proses pember
dengan kebutuhan anak yang juga menyangkut kepentingan dar  arnk:
(Annisa, Febrina, 2017: 207). L | Crplr 2 h!. i
Sistem peradilan pidana umumnya mengenal adanya beberapa asas
yakni asas restorative justice, asas ultimum remedium, asas tidak ada hukuman
tanpa kesalahan, dan lain sebagainya, (Syamsuddin Dkk, 2014 : 60-61).
Sistem peradilan pidana anak senantiasa mengupayakan adanya perlindungan
pada anak, oleh sebab itu salah satu asas yang di kedepankan dalam sistem
peradilan pidana adalah asas ultimum remedium.
Namun kerap kali pengabaian terhadap asas wltimum remedium

pelaksaan/penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus terjadi.

Banyak kalangan menyatakan penyclenggaraan sistem peradilan pidana anak




mewujudkan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sejatinya pelaksanaan
peradilan pidana anak dapat menimbulkan dampak negatif pada anak, akibat
adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Pidana penjara bagi anak
menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak
di masa mendatang.” Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan
pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar
terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana
sebagai ultimum remedium adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap
kepentingan terbaik anak.

Melihat pentingnya asas w/timum remedium dalam sistem peradilan anak
sebagaimana dipaparkan di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengetahui
apakah asas tersebut diterapkan dalam pemidanaan anak, Untuk itu penulis
mengangkat permasalahan ini untuk dibahas melalui karya ilmiah dalam
bentuk skripsi dengan Judul : Problematika Putusan Pengadilan Yang
Mengesampingkan Asas Ultimum Remidiun Dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembiaran  Yang
Menyebabkan Kematian Dalam Peristiwa Tawuran Antar Pelajar Analisis
Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/Pn Tng, yang bertujuan untuk mencari
dan membuktikan apakah Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11/2012 sebagai pewujudan
asas [ltimum Remedium yang menyebutkan “Pidana penjara terhadap Anak
hanya digunakan sebagai upaya terakhir”, benar-benar di terapkan dalam proses

peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana pembiaran menyebabkan

kematian yang di ancam sebagaimana di atur dalam Pasal 76 ¢ .Jo 80 Ayat (1) UU
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yang terdiri dari saksi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai sanksi

pidana yang dapat di jatuhkan terhadap anak. Pada Pasal 71 UU No. 11 tahun
2012

G. Kerangka Teori

Dinamika putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam sistem
peradilan pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan
sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera, namun di dalam kasus
tententu dimna pelakunya adalah anak menjadi satu hal berbeda dan menarik
sebab dalam proses peradilannya dan saksi yang dapat di jatuhkan terhadap anak
berbeda dengan proses dan sanksi jika pelakunya sudah dewasa. Sehingga sangat
penting bagi penulis menyampaikan teori yang relevan dengan UU No. 11/2012.
Adapun teori yang relevan terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan
anak adalah sebagai berikut :

a. Teori Restorative Justice
Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk
menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional
yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem
Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian
terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientast pada pembalasan
berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah
menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.
Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat

nyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak
menyelesaik:
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rakyat untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum
represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia
dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani
perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan,
yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum Dewasa ini dalam praktek telah
ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan
Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah
yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding
terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh
tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk
merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut,
(Salim,H.S, Nurbani, 2017 : 265).

Dalam undang-undang perlindungan anak, yang menjadi  tujuan
perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya, hak-hak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.






bersifat tulisan, lisan, gambaran, arkeologis. Istilah dokumen dalam tiga

sumber tertulis maupun sumber lisan, kedua dalam arti sempit, yaitu yang
meliputi semua sumber tertulis saja, kefiga dalam arti

perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.
b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian hukum yg merupakan teknik
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b. Editing Data
Penyuntingan adalah meneliti  data-data  yang diperoleh  terutama
kelengkapan jawaban, keterbacaan yang tertulis, kejelasan makna,
penerapan dan pentingnya data lain terhadap hasil wawancara dan dari pada
informasi yang dijadikan rujukan sebagai pencarian data.
¢. Display/Penyajian Data
Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajianya antara lain
berupa teks naratif, matriks, grafis jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah
untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini
penelitian mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategon atau
kelompok satu, kelompok dua kelompok tiga dan seterusnya masing-masing
kelompok menunjukan tipologi yang sesuai dengan rumusan masalah.
5. Teknik Analisis Data
Proses analisis data merupakan upaya untuk mencari jawaban atas
pertanyaan terkait pelatihan dan hasil studi pendahuluan. Dalam proses uraian
analisis terhadap sekumpulan data yang tersusun secara sitematis, yang
menurut penjelesan yang telah diuraikan, dianalisis secara kulitatif dengan cara
merumuskannya dalam bentuk kalimat uraian sedemikian rupa sehingga
menjadi  scbuah jawaban. Dalam memutuskan hasil analisis, penulis
berpedoman pada cara berpikir menarik kesimpulan dari fakta- fakta yang

bersifat individual kemudian diambil kesimpulan secara umum.



konseptual, kerangka teori, metode

mengenai penulisan skripsi ini. : i
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian yang m
umum terkait sejarah perkembangan hukum per |

pengertian dan konsep umum tentang anak, pengertian

petangungawaban pidana, akto-fkiorpenyabal nak melakukan tvuran,
BAB 111 HASIL PENELITIAN
Bab ini yang berisi tentang pengertian asas wltimum remidiun, kebijakan hukum
terhadap anak dan formulasi pemeriksaan perkara anak dalam sistem peradilan
pidana anak.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap objek penelitian, termasuk
berbagai hal yang meliputi dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian,
pokok permasalahan dalam penelitian, serta bermacam literasi yang dapat

digunakan, lebih khusus analisis terkait apakah penjatuhan pidana penjara sudah






